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1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat
(3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membawa
implikasi besar terhadap pembangunan sistem ketatanegaraan. Ciri negara hukum
(Rechtsstaat) menurut Friederich Julius Stahl, terdapat 4 (empat) ciri pokok, yakni:

1) Perlindungan Hak Asasi Manusia (Human Rights Protection);

2) Pembagian Kekuasaan (Separation of Power/Scheiding van Machten);

3) Pemerintahan Berdasarkan Undang-undang (Wetmatigheid van Het

Bestuur); dan

4) Peradilan Tata Usaha Negara (Administrative Court/Administrative
Rechtspraak).?

Sementara itu, ciri-ciri negara hukum (Rule of Law) menurut Albert Venn

Dicey adalah: 1) Supremacy of law; 3) Equality before the law; 4) Due process of
law.2

Ciri pokok negara hukum di atas, dimaksudkan untuk menentang absolutisme

dan kesewenang-wenangan penguasa. Oleh karena itu, setiap negara hukum

(Rechtsstaat) harus ada perlindungan terhadap hak asasi warga negara. Namun

demikian, perlindungan terhadap hak asasi warga negara tidak akan dapat terwujud

apabila tidak ada kontrol terhadap tindakan penguasa. Sehingga adanya pemisahan

kekuasaan merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan.

1 A. Mukthie Fadjar, Tipe Negara Hukum, cet.2, Bayumedia Publishing, Malang, 2005,

h. 42
2 1bid.



Montesquie dengan teori ‘“trias politica” dalam bukunya “Spirit of
Laws/l’espirit de lois” mengemukakan konsep pemisahan kekuasaan (separation of
power/scheiding van machten), terdapat 3 (tiga) elemen dalam suatu negara, yaitu:

1) Eksekutif (la puissance executive), lembaga yang berfungsi untuk
melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan;

2) Legislatif (la puissance legislative), lembaga yang berwenang membentuk
Undang-undang; dan

3) Yudisial (la puissance de juger), lembaga yang berfungsi untuk mengadili
dan menjalankan kekuasaan kehakiman.®

Dari 3 (tiga) elemen tersebut, yang paling besar fungsinya untuk melakukan
kontrol terhadap tindakan penguasa adalah lembaga yudisial, baik kontrol terhadap
lembaga eksekutif maupun kontrol terhadap lembaga legislatif. Oleh karena itu, pada
amandemen ke 3 (tiga) terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 tahun 2001, norma Pasal 24 berbunyi:

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah
Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
diatur dalam undang-undang.

Sebagai wujud dari pelaksanaan terhadap ketentuan Pasal 24 Undang Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, konsideran (menimbang)

8 Hufron dan Syofyan Hadi. Ilmu Negara Kontemporer “Telaah Teoritis Asal Mula,
Tujuan Dan Fungsi Negara, Negara Hukum Dan Negara Demokrasi”, Laksbang Grafika dan Kantor
Advokat “Hufron & Rubaie”, Yogyakarta, 2016, h. 192.




huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU
Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan:
Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah

Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan.

Lebih lanjut ketentuan Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa keberadaan Peradilan Tata Usaha
Negara dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial yang melaksanakan
kontrol terhadap tindakan lembaga eksekutif dan lembaga legislatif merupakan wujud
dari Indonesia sebagai negara hukum.

Secara historis, Peradilan Tata Usaha Negara telah ada sejak tahun 1986,
dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986 dan atas dasar Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pemerintah menetapkan berlakunya Peradilan Tata
Usaha Negara tersebut secara efektif pada tanggal 14 Januari 1991. Saat ini, Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun, cita-cita atau keinginan untuk
membentuk Peradilan Tata Usaha Negara sebetulnya telah dirintis sejak tahun 1946.
Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya Rancangan Undang-undang tentang Acara
Perkara Dalam Soal Tata Usaha Pemerintahan oleh Wirjono Projodikoro.*

Keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu jalur
yudisial dalam rangka pelaksanaan asas perlindungan hukum, disamping jalur
pengawasan administratif yang berjalan sesuai dengan jalur yang ada dalam
lingkungan pemerintah sendiri. Oleh karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara
memberikan landasan pada badan yudisial untuk menilai tindakan badan eksekutif,
serta mengatur mengenai perlindungan hukum kepada warga negara.

Selaras dengan hal tersebut, Paulus Efendi Lotulung mengemukakan, jika
diruntut dari ide dasar pembentukannya, menurut penjelasan pemerintah dihadapan
sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada waktu mengantarkan
rencana undang-undangnya Tanggal 29 April 1986, Peradilan Tata Usaha Negara
dibentuk adalah dalam menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga
negaranya sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan  pemerintah
(bestuurshandelingen) yang dianggap melanggar hak-hak warga negara dengan

tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat (baik mengenai hak-

4 Wirjono Projodikoro, Asas-asas |lImu Negara dan Politik, Eresco, Bandung, 1971. h. 42.




hak perorangan atau individu maupun hak-hak masyarakat).” Dengan demikian,
terbentuknya suatu badan peradilan yang diberi kekuasaan mengadili terhadap para
pejabat pemerintahan yang menggunakan wewenang pemerintahannya dengan
melanggar hak-hak warga negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan
hukum terhadap warga negaranya tersebut adalah merupakan langkah yang maju
dalam rangka untuk mewujudkan supremasi hukum.®

Sementara itu, fungsi kontrol lembaga yudisial yang dilaksanakan oleh

Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap tindakan pemerintah sebagai wujud
perlindungan terhadap hak-hak warga negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 53
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 9/2004) yang
berbunyi:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan
oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan
tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal
atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau
direhabilitasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik.

> Paulus Efendi Lotulung, Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha
Negara (PERATUN) Di Mata Paulus Effendi Lotulung, Salemba Humanika, Jakarta, 2013. h. 72.
® 1hid.




Ketentuan tersebut, dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good
government), dengan adanya prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik (algemene
beginselen van behoorlijk bestuur) sebagai batu uji untuk menguji keabsahan suatu tindakan
pemerintah disamping peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun demikian, kendati pun dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara
merupakan ide yang maju dalam rangka mewujudkan negara hukum modern. Tetapi
yang menjadi problem selama hampir 30 (tiga puluh) tahun keberadaan Pengadilan
Tata Usaha Negara adalah pelaksanaan (executie) terhadap putusan Peradilan Tata
Usaha Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, Irfan Fachruddin menyatakan: “Masalah
pelaksanaan putusan peradilan (executie) dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha
Negara telah ada sejak berdirinya badan peradilan ini”. Walaupun demikian sampai
saat ini masih tetap menjadi masalah, dengan kata lain belum ditemukan mekanisme
bagaimana putusan harus dilaksanakan sesuai dengan materi putusan. Dari beberapa
penelitian terungkap bahwa tingkat keberhasilan pelaksanaan putusan di lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara relatif rendah, baik sebelum maupun setelah lahirnya
eksekusi upaya paksa tahun 2004.”

Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan
Pengadilan Tata Usaha Negara belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat

dalam lingkup administrasi pemerintahan. Prinsip adanya Peradilan Tata Usaha

" Irfan Fachruddin. Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Makalah.
Disampaikan pada Rakerda Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Peradilan Tata Usaha
Negara Wilayah Sumatera, pada tanggal 2 November 2009 di Medan, h. 1.




Negara, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan
yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu putusan
Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana
mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang
dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Tidak lama ini, Partai Golongan Karya kubu Aburizal Bakrie dan Partai
Persatuan Pembangunan kubu Djan Faridz menggugat keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Akhirnya, gugatan
tersebut dikabulkan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan
Nomor: 490K/TUN/2015 untuk Partai Golongan Karya kubu Aburizal Bakrie dan
Putusan Nomor: 610/TUN/2015 untuk Partai Persatuan Pembangunan kubu Djan
Faridz. Namun demikian, Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia
Republik Indonesia) sebagai pihak yang kalah (tergugat) tidak mau mematuhi dan
melaksanakan putusan tersebut.

Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam praktek penyelesaian sengketa
“Administrasi Pemerintahan” di Indonesia yang disebabkan ketiadaan lembaga
eksekutorial, maupun landasan hukum yang kuat mengakibatkan putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara tidak mempunyai daya paksa. Undang-undang Peradilan Tata
Usaha Negara pun tidak mengatur dengan tegas dan jelas mengenai masalah daya
paksa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dalam pelaksanaan Putusan

benar-benar tergantung pada itikad baik Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam

8 Harian Rakyat Merdeka, Senin 11 Januari 2016.



mentaati hukum. Keadaan tersebut cukup memprihatinkan, karena prinsip akan
adanya Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menempatkan kontrol yuridis dalam
pemerintahan menjadi kehilangan makna dalam sistem birokrasi ketatanegaraan

Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum atas putusan pengadilan tata usaha negara yang
berkekuatan hukum tetap?

2. Apa sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan

pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini
mencerminkan pemahaman kritikal melalui analisis terhadap sub masalah penelitian
yang terdiri atas aktivitas kelimuan (scientific-mind):
a. untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum atas putusan pengadilan
tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap.
b. untuk mengetahui dan menganalisis sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang
tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan

hukum tetap.



1.4. Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diperoleh dua manfaat, yakni manfaat
teoritis dan manfaat praktis.
1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini tentu saja berkaitan dengan pengembangan
hukum administrasi, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan
pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap. Manfaat demikian,
secara teoritis jelas dicanangkan kepada studi komprehensif untuk membangun
pemahaman holistik mengenai hukum di bidang administrasi yang secara khusus
menyangkut pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan
hukum tetap sebagai bagian dari perwujudan negara hukum Pancasila dan
perlindungan terhadap hak asasi warga negara.
1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini, pada dasarnya bersangkut paut dengan
kegunaan hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengkajian hukum
praktis yang menurut D.H.M. Meuwissen meliputi kegiatan: pembentukan hukum,
penemuan hukum dan bantuan hukum.® Temuan-temuan yang berasal dari pemikiran
hukum vyang bersumber dari hasil penelitian ini diharapkan turut membantu
peningkatan kapasitas (capacity-building) pembaharuan hukum bidang administrasi

khususnya penguatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara

® Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Fundasi dan Sifat Keilmuan llmu Hukum
Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Disertasi, Universitas Padjajaran,
Bandung, 1996, h. 46.
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sebagai kontrol atas tindakan pemerintah guna terwujudnya prinsip pemerintahan

yang baik (good government). Disamping itu, penelitian dan penulisan skripsi ini

diharapkan memberikan manfaat kepada:

1. Pejabat tata usaha negara agar lebih memahami tentang sanksi yang akan
dijatuhkan agar mentaati dan melaksanakan putusan pengadilan tata usaha
negara;

2. Hakim pengadilan tata usaha negara agar dalam memberikan putusan yang
disertai upaya paksa dapat dilakukan dengan tepat sehingga putusan ditaati dan
dilaksanakan dengan baik;

3. Masyarakat pencari keadilan guna melakukan upaya-upaya lanjutan agar gugatan
yang dikabulkan oleh pengadilan tata usaha negara lebih mempunyai daya paksa;
dan

4. Dewan Perwakilan Rakyat dan Perisden sebagai pejabat yang berwenang
membentuk undang-undang guna mengatur ketentuan sanksi yang lebih berat
bagi pejabat tata usaha negara agar putusan pengadilan tata usaha negara dapat

dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya untuk memperoleh
pemecahan terhadap suatu permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan
pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu,

dibutuhkan metode penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
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melalui pengungkapan kebenaran secara sistematis, analisis-konstruktif terhadap
bahan yang dikumpulkan dan diolah.!® Atas dasar inilah, maka di dalam penelitian ini

terdapat beberapa unsur dari kerangka metode penelitian tersebut.

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian normatif yang dilakukan untuk
mencari pemecahan masalah atas permasalahan hukum yang ada. Hasil dari
penelitian ini adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya
mengenai permasalah yang diajukan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa
penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.**

1.5.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual
approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach).? Pendekatan
perundang-undangan (statute approach) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan
terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.
Sedangkan pendekatan konseptual (conceptual approach), digunakan untuk mengkaji

dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis

10 Philipus M. Hadjon, Pengkajian llmu Hukum, Makalah Metode Penelitian Hukum
Normatif, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997. h. 20
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 6,Kencana Prenada Media Group,
Jakarta, 2010, hal. 35
12 1bid., hal. 93
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yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Selanjutnya pendekatan perbandingan
(comparative approach) digunakan untuk mengkaji legal issue yang akan diteliti
dengan menggunakan metode perbandingan dengan sistem hukum dari negara

Thailand.

1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Untuk menemukan, menghimpun, mengolah dan menganalisis permasalahan
penelitian, maka diperlukan beberapa jenis dan sumber bahan hukum yang dapat
dijadikan dasar pembenaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun
jenis dan sumber bahan hukum yang akan menjadi dasar analisis di dalam penelitian

ini adalah:

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer ini diperoleh dari beberapa peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, di antaranya :

1)  Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);

3)  Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4380);



4)

5)

6)

7)

8)
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Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5943).

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer yang berasal dari beberapa literatur dan tulisan ilmiah seperti buku, skripsi,
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tesis, disertasi dan jurnal yang dapat menjelaskan terhadap permasalahan dalam

penelitian ini.

1.5.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
dapat berasal dari kamus, ensiklopedia seperti, Black’s Law Dictionary yang ditulis
oleh Henry B. Campbell, Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Anton
M. Muliono, Oxford Learner’s Pocket Dictionary yang ditulis oleh Cowie AP.,

Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae yang disusun oleh Algra N.E.

1.5.4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan
metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan
sistem kartu catatan (card system) yaitu mengambil pendapat dari literatur dengan
menuliskan nama pengarang, judul, penerbit dan halaman, baik dengan kartu ikhtisiar
yang memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan
yang memuat pendapat asli penulis; Kartu kutipan yang digunakan untuk memuat
catatan pokok permasalahan; meupun kartu ulasan yang berisi analisis dan catatan

khusus penulis.®®

13 Sorjoeno Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan
Singkat”, Rajawali Grafindo Press, Jakarta, 2010. h. 26
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Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan
(inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundangan-
undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum.
Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan Klasifikasi kemudian dikaji serta
dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli,

untuk akhirnya dianalisis secara normatif.

1.5.5. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah bersifat
preskriptif analisis secara normatif, dengan menggunakan logika berfikir deduktif.
Bertitik tolak dari aturan hukum yang bersifat umum, dihubungkan dengan konsep
hukum yang dikaji atau diteliti sebagai permasalahan hukum, kemudian ditarik

kesimpulan.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban Sistematika terdiri dari 4 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab | merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian
menguraikan metode penelitian yang meliputi uraian tentang: jenis penelitian,
pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan
bahan hukum, analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab Il merupakan bab tinjauan pustaka yang menuraikan tentang konsep

negara hukum, konsep perlindungan hukum bagi rakyat dan tinjauan umum putusan
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pengadilan tata usaha negara.

BAB Il merupakan bab pembahasan yang menguraikan hasil penelitian
tentang: Kekuatan hukum putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan
hukum tetap, pembahasan selanjutnya adalah mengenai: Sanksi bagi pejabat tata
usaha negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang
berkekuatan hukum tetap yang meliputi sanksi administratif, sanksi pembayaran uang
paksa (dwangsom) dan pengumuman di media massa setempat (publikasi).

BAB IV merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran tentang
kekuatan hukum putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap
dan sanksi bagi pejabat tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan
pengadilan tata usaha negara yang tidak melaksanakan putusan yang berkekuatan

hukum tetap.



